AT :’ﬁ

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 5 TANUN 2006

TENTANG T

. POKOK-POKOK PENGELOTLAAN KEUANGAN DAERAH

‘.

BISMILLAHIRRAFIMANIRRATIIM

BUPATI ACER SINGIE,

Menimbang . a. bahwa untuk mcelaksanation ketentuan pasal 14 Peratjpran Pemcerintah

Nomor 105 tahun 2000 tentane Peneclolaan dan pertapggung jawaban

il

l\umnu.m dacrah serta g me \\lll"rll L lilp Pcng laan Ixcu;mg;m

Dacrah yang Transparans: dan Akuntabititas dipandang perlu mengatur

ketentuan Pokok-Pokol: Peneclolaan Kenanean Dacrah

b. bahwa Pengaturan Poliol-Peokok  Peneclolaan KL‘

iangan  Dacrah

merupakan Implementass Keputnsar NMenter Dalmn T\ 2eert Nomor 29

&

Tahun 2002 tentang. Pedoman Penpurusan, Pertangg@ngjawaban dan

P

Pengawasan Kecuangan Dacrah serta Tata Cara Penyvu

_,.Z!J.

man Anggraran
Pendapatan  dan  Belamio «Dacrah, Pelabicanaan diggn Tata Usaha
Kceuangan Dacrah dan Peoveeaman Perbitunoan Anggdran Pendapatan

dan Belanja Dacrab:

¢:  bahwadssebdmatmions pesiaihnaem s neda i PS O bdan hural th)
_ | .

terscbhut diatas perlu monatye Qadam st Oanun: |

' i

_ .. 5 i
cngingat Lo Undang-undang Nomaor & Divic Tahon 1036 (entandt Pembentukan

Dacrah Otonom  Kabupaten-Labopaten daliim lingkunean Dacrah

Provinst Sumatera Tinrn H cmbaran NMeonrn Republik ndonesia Tahun

1956 Nomor 58, Tambahin Lembaran Nevara Nomor 1092);

2. Undang-}Indang. ...

EETAL BT R ol e
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999  tentang
Kabupatcﬁ 'Aceh Stekil ( !.émhm*zm Ncgara tahun
Tambahan Lembaran Neeara Nomor 3827)
Undang-Undang Nomer 34 Tahun 2000 tentang
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang P:

Tambahan Lembaran Wepgara Nomor 4048);

J

Pembentukan

000 Nomor 48

i

Pcrubahan atas

ak Daerah dan

Retribust Dacrah ( Lembaran Negara  tahun 200D Nomor 246,

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Otondmi Khusus bagi

6.

9.

10. Peraturan Pemernntahy  Nomor 1060 Tabun 2000

1.

Provinsi dacrah Istimewa Aceh sebapgai Provinsi

Nanggroe Acch
Darussalam  (Lembaran  Negara Republik Indonesfy  Tahun 2001

Nomor 114, Tambahan I.embaran Negara nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang {Perbendaharaan

{04 Nomor 5.

g

(Lembaran Negara Ruﬁuhli!-: [ndonesia tahun 2
Tambahan Lembaran Neeara Nomor 4355 )

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (T.embaran Negara Republik Indonesia

: : |
Tahun 2004 nomor 53: Tambahan .embaran Negara Nomor 4389):

Undang-Undang Nomor 32 txhun 2004 tentang Perherintah Dacrah

(Lembaran Negara atahun 2004 nomor 125, Tambahamn T.embaran

|

Negara nomor 4437); -

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentanf, Perimbangan

Keuangan antara Pgmerintah Pusat dan Daerah (Ldmbaran Negara
Republik Indonesia «Takuin 2004 Nomor 126. TamHlahan LLembaran
Ncgara Nomor 4423R):

ol

Pcraturan Pemerintah Nomor 5 Tohoun 2000 tenta

Ty

AP s

¢ Kewenangan

Pemerintah dan Kewenanean Provinst  ssebagai flacrah otonom

vhan T.embaran

L el

(LLembaran Ncegara Tahun 2000 Nomor 54, Tamb

Negara Nomor 3952):

tentang ana

Perimbangan (Jembaran Neoara Tahon 2000 Nomor] 201 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4021):
Peraturan Pemerintoh Nomor 105 Fahun 2000 (entdng Pengcelolaan
Kecuangan dan Pertanggnnaiavaban Keuangan dacralf (' I.cmnbbaran
Ncgara RI tahun 2000 Nomor 202 Tambahan ILg¢mbaran Ncegara

Nomor 4022):

" il 2. Peraturan ...
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14.

16.

17.

13.

19.

20).

. Peraturan Pcmcrinmh Nomor 107 Tahun 2000 tc

.Pcraturan Pemerintah Nomor 108 Tuhun 2000 ter

|
|

iang Pimjaman

)
N
=204 Tambahan

Dacrah  ( Lcmbnmn Mceara REPahon 2000 Nomo
[.cmbaran chma Nomor 402:1):
Mtang Tata cara
Pertanggungjawaban Kepala Dacraly (Lembaran Nci oara RI Tahun

2000 Nomor 209. Tambahan Iembaran Negara Nomot 4027);

|
; . |

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tenthng Kedudukan
|

Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacmh ( [.cmbaran

|

Negara RI tahun 2000 Nomor 210 Tambahan mbaran Ncgara

Nomor 4028)i

&

i e s S, Rt St

Peraturan Pemerintah Nomor 23 ‘Tahun 2003 tentarje Pengendahan

jumlah Kumul atif dcﬁcrl /\nﬂﬂ’\mn Pendapatan dan §3clanja Negara,

" -:-—:'.-*-H*-*.ﬂ:.

dan An[,garzm Pcndfxpmm Relanja Dacrah. serta jujnlah Kumulatif
I

pinjaman Pemerimah Pudsot dan Pemerintah Dut.lrnh., (Lembaran

Negara R1 tAhun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Neagara

Nomor 4287); . a
| E

Keputusan Presiden  Momor &b Fehun 1999 lentang Tehnik

Penyusunan Pcraturan Perondang-undinsan dan beptuk Rancangan

Undang-Undang. Rnn.c:mg;:m' Peraturan Pemerintah fdan Rancangan

Keputusan Presiden (T embaran Mepara TS nhun 1999 Nomor 70):
Keputusan Presiden NMomor 42 Toban 2002 teplang Pcedoman
Pclaksanaan Angg;tr:m Pendanaton den Belanja Nc§1:1r11 (I.cmbaran

Negara Rl tahun 2002 nomor 13 | _

Keputusan = Presiden Nomor 80 ot 2003 lci{-l:m;}, Pedoman

Pclaksanaan Pcngml;'m harane/jaen Pemerintah ( I,cn*liin-.u'a_n Negara R
Tahun 2003 Nomor 120): |

Peraturan Menterr “dalam Neeeri Nomor 11 Tahup 1978 tentang
Pelaksanaan Tuntutan  Perbendaharnan dan Tun'tul’im Ganti Rug!
Kcuangan dan Matcrial Dacrah:
Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pcdoman  Pengurusan. Pertangeungjawaban  dag  Pengawasan
Keuangan Dacrah Serta Tata Cara Penyusunan Angggran Pendapatan
dan Belanja Dacrah. Pclaksanaan fata Vsaha Kcuanfan Dacrah dan

Penyusunan Pchitungan Angearan Pendapatan dan Bcli_mja Dacrah:

cngan ...

ﬂ,I.“nl m’ ;J-,:—--,JH-‘-!—-



Dengan Perscetyjuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAN KARUPATEN ACEH §INGKIL
DAN
BUPATI AGEL SINGKY,
MEMUTUS AN : .

Menetapkan ~ :  QANUN KABUPATEN ACTII SINGKIL, TENT/

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

s
Z.

B B o

10.

L 1.

|
5
}1
i
i

NG POKOK-

POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAI

AR
KETENTUAM UMM

. i

Pas»!

Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil

. A e e el P

Qanun adalah Peraturan Dacrah Kabupaten Acch Smglal:

Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Peranckat Dacral sehagai unsuf Penyclenggara
@ ; 1

Pemerintah Dacrah:

Bupati adalah Bupati Acch Singkil:
i

| i
Dinas adalah Dinas Kabupaten Accelr Singkil schagat Pelakisana Pemerinfah Dacrahs

Sckretaris Adalah Sckretaris Dacrah Acch Simngekal:

Lembaga Tehnis adalah Badan dan Kantor Kabupaten Acch Singkiy schagar unsur

Pclaksanan Tugas tertentu yang karena sifatnva tidak tercakup oleh Sqkretaris Dacrah

dan Dinas;

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclimputnyva dicebat DPRD,

v
i

idalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Acch Sinekil schagai Unsur enyclenggaraan
Pemerintahan Dacrah; ;

Kcuangan Dacrah adalah semua _ Hak  dan Kewaphan Dacrah jlalam Rangka

Penyelengaraan Pemerintahan Dacrah yang dapat dinilai dengan uagg, scrta scgala

sesuatu baik berupa uvang maupun barang vang dapat dijadikaiy milik dacrah
berhubungan dengan pelaksanaah h:;k dan kewajthan dacrah:
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah  adaloh pedoman  dhsar  mengenat
Pengelolaan Keuangan Dacrah:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrohclavdutnys Bscbut APBD adalah rencana

=

Keuangan Tahunan Pemenntah Dacmah vang disctuju oich Dewan Pcivakilan Rakyat

n..-w- S ﬁ*‘ - L] . l
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12. Pemegang Kckuasaaan Umum Pengeloloan Keuangan Dacrah adalah Kepala Dacrd

pengelolaan kcuangan  dacrah  dan mempunvai kewajiban { menyampaikan

pertanggungjawaban atas pelasanaan kewenangan tersehut kepada Dapvan Perwakilan

|

‘Rakyat Dacrah (DPRD); . . i

| o

13. Pcjabat Pengelola Kcuangan Dacrab. adalah Pejahat dan / atau Pepav,

i
‘berdasarkan peraturan perundang-undanean dibert kewenangan lertentu

ar Dacrah yang
dalam kerangka

pengelolaan keuangan dacrah:

®

|
|
| | |
4. Kas Dacrah Adalah tempat penyimpanan uange daerah vang, ditetaph

m oleh Kepala
Dacrah untuk menampung  scluruh  penerimann dacrah dan me ibayar  sclurul

pengcluaran dacrah; B ;
I5. Rekening Kas Umum Dacrah adalah rekening tempat penyimpanan ugng dacrah yang
J

ditentukan olch kepala dacrah untuk menampung scluruh penerimaan dacrah dan

. k .
membayar scluruh pengeluaran dacrah pada Pank: vane ditetapkan:

= . i ) . .. . 5 ¥
16.  Piutang Dacrah adalah jumlah vang yane wajiby dibavar Pemerintah D)
' ?

‘hak Pemcrintah Dacrah yang dapat dinilai denean nange sehagar akiba

werah dan / atau
perjanjian atau

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-nndangan atau akibat la nnya vang sah;

I'7. Utang Dacrah adalah jumlah uang vang wajib dibavar Pemerintah Ddcrah dan / atau

Kewajiban Pemerintah Dacrah yang- dapat dinilai denpan uang berdagarkan peraturan

perundang-undangan. perjanjian, atau‘berdasark:i sehab Liinnva vang sqh:

I8. Pengguna Anggran adalah pcjabat Pemepane K cwenangean penggunaan hnggearan satuan

kerja Pcrangkat dacrah;
19. Pengguna Barang adalah Pejabat Pemcerane K owenanenn Pengeunagn barang milik

dacrah; | :

1_
i
i
1

20.  Barang Dacrah adalah scmua barang berwojud milik daerah vang berasaf dari pembclian

dengan dana yang bersumber scluruhnva atau sebacion divi APBD dan hitau berasal dari

e b

‘ perolchan lainnya yang sah;

21. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat vane diber Lewenangan Plch Pemegang

Kckuasaaan Umum Dacrah Untuk Meneclola Penerimansy dan Pengelugran Kas Dacrah

scrta scgala bentuk kckayaan daerah laihnva:

22. Pemecgang Kas Adalah sctiap orang yane dituisivl: dan diserahi tupad melakssanakan
; _ &) L.

kegiatan Kebendaharaan dalam rancks pelal<anaan APRD disct{_n Unit Kerna
; G "l

Pengguna Anggaran:;

23. - Pemmbantu femegang Kas adalali .s‘c(fl'fp’nr::f;;: veng il dan diserafli melaksanakan

;

L]

LRSI

fungsi kecuangan tertentu untuk melaksanaton estar pada Satuan! Pemegangy Kos
...... '! '

dalam rangka pelaksanaan APBD setiap unit kerja Penegnina Anggaran: |

b Satuan ...

o o -

ﬁ
i
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) |

menutup sclisih antara Pendapatan Dacrah dan Belanja Dacrah;

|]!:i. ™

Satuan Pemepang Kas adalah unit vang dipumpin oleh Pemegang Kas terdirn dar

Beberapa  Pembantu Pemegang Kas  vane  melalisnskan masing-pasing. fungsi
it

Keuangan Dacrah;

. §

Kerugian Dacrah adalah Kekurangan Uange. Surat Berharei, dan Barang

e dyang nyata dan

asti jumlahnya scbhagai akibat nerbuntan melnean hukom bhaik seneajd maupun tdak
]

sengaja atau lalai:

o

T S N

Pencrimaan Dacrah adalah uang yang masul: ke Fas Daerah:

e S ——
S

Pengeluaran Dacrah adalah vang yang ..k(."ln:n‘ it Kas Dacrahg

renambah Nila

- ol o =

o =9 . "
Pendapatan dacrah adalah 1lak Pemerintah Dacrah yane diokui sebagai

@

Kckayaan Bersih;

Belanja Dacrah adalah semua Puwclu'n i Kas Dacrah dalam Periode nhun Angparan

tetrtentu yang menjadi beban Dacrah:

R o ok e e

Pembiayaan dacrah adalah Transakst Kenanean Docrabh yang dimefesudkan untuk
f
Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun lalu adalah sclisth lebih lgalﬁérf;i Pendapatan
|
1

terhaadap Realisasi belanja dacrah dan merup: lian komponen Pembiayaz:

e

Pajak Dacrah, Yang sclanjudnya discbut pajak adalah 1uran wajib yang} dilakukan olch

orang pribadi atau badan kcpada dacrah tanpa imbalan langsung yang fcimbang: yang
' |

dapat dipakcﬂkan bcrdasarkan pcrmumn pcmndnmz-—undmszan yzmg! berlaku, yang

Restribusi D’lcmh yang sclanjutnya dmchul Restribusi, adalah Pungutan:
pcmbayaran atas jasa atau pcmburmnﬁmn (ertentu yang Lhusus disedigikan dan / atau
diberikan olch Pemerintah Dacrah untuk kenentinoan pribadi atau badani
Dana Cadangan adalah dana yang  disisiblan untuk menampung Kebutuhan yang
memerlukan dana relatif cukup besar vang tidal dapat dibebankan dadam satu Tahun
Anggaran;
Rancangan Anggaran Satua l\'crju'([{;\.‘\'?ia adatah Renesan Anggaran Pendapatan dan
Belanja yang diusulkan olch Perangkat dacrah:

Dokumcn Anggaran Satuan l\crm (MASID bl Sentin Dokumery yang memual

n schagat dasar

|

anggaran Pcndapatan dan Belanja sctiap peranabio dacoh vane digunak:

pelaksanaan olch Pengguna Anggaran: |
g e v o ¢ N o | .

Produk Domistik Brutto, sclanjutnya dizcbut PR adeinh Total nilar akhie sclurub

in (cricntu yang

--_-r—-u'.ﬂ:

barang dana jasa vang dihasilakan dikaburaten Seeh Spe i dalam tah

dihitung menurut harga dasar olch badan prnt Siat -6t Aech Ringkil:

- I}

i

"
]
I

¢ K

38. Kepcﬁ!u;m .....

:



38. Kcperiuan Rutin adalah keperluan tntsk membinai Gzji |
Telpon, Air Bersih, Listrik, Perjalanan Dinas, ATK. Folecopy. Surat Kabar, dan Belanja

Pemeliharaan. 5'

1
i

39. Bendaharawan Khusus Pencrima adalah Bendiharawan yvang menerjma pemasukan

]

PAD yang diatur dengan Keputusan Kepala dacrah:

!
i
f

#0. Pembantu Bendahara Khusus Penerimg adolah Pembant bendaharawan yang bertugas

meclakukan pencrimaan objcek pajak padi unit-unit penecloly PAD.

S Lt g S R
[y

£1. Defisit Anggaran adalah Anggaran Pendapatan Dacrah lobih keeil darid pada Anggaran

Belanja Dacrah.

|
™ 1 .
£Z. Surplus Anggaran adalah Anggaran Pendapaton Dacrah lobih besar darf pada Anggaran
i L L T
|

Belanja Dacrah. o |

£3. Belanja tak tersangka adalah belanja,yang disnesarkan intuk pengelus

an penanganan

| | ;‘ |
“bencana alam, bencana sosial. dan/atau penecluaran-penecluaran laln yang sangat

|

diperlukan dalam rangka penyclengearaon pemerintahan daerah scpprti penyediaan
_ i

l—-a.{

sarana dan prasarana langsung dengan pelavanan masvarakat yang ang rarannnya tidak

tersedia dalam dokumen Tahun Anggaran vano bersanckutan,
.. | |

PAT» TR
Fiham ol

ASAS UMUM PENGELOL AN DN PUIADAT
PENGELOLA KEUANMNG AT ARR A0

] .-l ?‘ -.r‘ - % e s
Bagian Poviaren

o,

Asas umum Pengelols ovnnenes Do
Pasal 7
bl

Pengelolaan Keuangan Dacrah dilakukap scearn tortio, 1000 pada peratufan Perundang-
undangan yang berlaku, cfisien. transparan dan hertaneoine inwab dengan]memperhatikan

" rasa keadilan dan kepatutan. S |
|
Pasal I '

APBD merupakan wujud Pengelolaaan Kewmgon Trhaorsh oo ditetapkign seliap tahun
: !

dengan Qanun. " oo |

r ¢ i
Pasal ! |
|

Tahun Anggaran mengikuti masa satu tghun. malai timeent 1 Tannar sampatfdengan tanggal

31 Descmber .

- - -
a)l‘l,;;‘-!"'. ¥
Fe%® T E 7

i
|
i
i
2. +
|

i

1
.
]
L]
H
-
i
L)
]

(1) Scluruh Penerimaan yang menjadi hak dan Peneclivaran - ane menjadi k{:waiibam dacrah
dalam tahun anggaran yang bersangkutan harns dimasukkan dolam APBD:

(2) APBD. Perubahan APBD dan Perhituncan AP 2inntan deng

an Qanun dan

mecupakan Dokumcn Dacrah.

=3 A R e L W L T e L



SALT AP CERERESE ISR = =

Pasal 6

»

:
i}

| : o 2 ;e
APBD disusun dengan pendckatan Kinetja Pemerintah Dacrah, sesual dopgan kebutuhan

senyelenggaraan pemerintahan dan Kemampuan Pendapatan Dacrah.

i | S — i i e g i S B g

L3

Pasal 7

l

|

(1) Jumlah pendapatan terukur sccara rasional yang dapat dicapai untuk d

L}

jadikan scbagai

sumber pendapatan pada tahun anggaran vang bersangkutan;
o ¥

2y Jumlah Kredit Anggaran setiap Objck Belanja Perangkat Daerah, rierupakan batas

1

tertinggi pengeluaran belanja;

13) Pengguna Anggaran dilarang mclakukan tindokan yone mengakibatkgn beban APBD

jika dana untuk pengcluaran tersebut tidak tersedia atan dananya tidak cgkup tersedia;

. }

4} Pengguna Anggaran dilarang mclakukon penecluaran-penecluaran atgps beban belanja
o ! :

daerah untuk tujuan lain daripada yang ditctapkan: |
; 4

el S

{5} Dalam hal APBD diperkirakan surplus. Pemeritah Daceah dapat nengalokasikan

!
)
i

scbagian atau scluruhnya untuk dana cadanyan:

(6) Apabila dalam satu tahun anggurah terrads <ten lehib o eenbisast belapia APBD maka

Itahun anggaran
sclanjutnya: -

|4 B

¥
]
5

(1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran vane sithiave tieall tersangka d]'scdinkan dalam
| Banar

bagian anggaran tersendiri pada DASK Setanhait Avch Siaelal:
1
{(2) Pengecluaran yang dibebankan pada pencelearan tidalo fersangkal adalah untuk

- : i :
Pcnanganan Bencana Alam. Bencana Sosinll don penechimran tidak t¢rsangka lamnya
il ;

vang sangat diperlukan dalam rangka peovelepeoseeam kewenangap pemerintahan

L

daeral.
e

F Bagian vednn
s} @
Pejabat Pengelota Wenanesn Doeen?
Paragraf nertome
emrrenelog S

__ |
Pemegang Kekuasaan Umuny Tonee?adoen Dheserorn Daeraly

Pasal 2

(1) Kepala Dacrah adalah Pemcegang Kekuasaan Himnim Peaeclennn Keuangap Dacrah;

(2) Dalam rangka mclakukan kewajibannva dalam Peneclolann Keuangan §Dacrah schagat
: | ) |
mana dimaksud ayat (1) Kepala Dacrah dinat mendelepaalian Kewenahgannya kepada

A

Wakil Bupati, Sckretaris Dacrah dan ata: Poroaebat Peneciols Y euangan Dacrah:
(3) Kepala Daerah Menyclenggarakan Kekuasaan Umum Pengelolaan Kquangan Dacrah

Berdasarkan Qanun dan Peraturan Pemdane-undanean vane berlaku:

il o Tl T S



pada ayat (1) Paling lambat satu bulan sctelah Penctapan APRD, mcnct:ai *kan Keputusan

tentang;: | 5 | i

a. pcjabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Keputusan ()tori ast (SKO)s.
|

b. pejabat yang diberi wewenag menandatangani Surat Permintaan Pcml‘.é

wyarana (SPP);
c. pcjabat yang dibri wewenag menandatangani Surat Perintab Mcembayde (SPM);

1
i

d. pcjabat yang diberi wewenang menandatangan Surat Cek:
c. pejabat yang diberi wewenag mengesahkan Surat Pertanggrungjawaba) (SPJ);

. " . 2 ¢ 5 . - |
[. pejabat yang diberi wewenang mengclola Penerimaan dan Pengeluigan Kas Dacrah

-

serta segala bentuk kckayaan dacrah lainnya vaoe selanjutnya dispbut Bendahara

Umum Daerah; ' |

!

o T L - - 5 L] r I.F
¢. pejabat yang diserahi tugas melaksariakan kegintan Kebendaharawangn dalam rangka

L -

- L] - - 'I- 1 -
- pclaksanaan APBD disctiap unit kerja Pengguna Angearan Dacrah yang sclanjutnya

~ discbut Pemegang Kas dan Pembantu Pemepane Kas: :

}
X

- . : g e 5" o - . j _
h. pejabat yang diberi wewenang Menandataneant Sueal Bukti Dagar Pemungutan

i
i
l

Pendapatan Dacrah: . |

1. pecjabat yang dibert wewcnang NMenandatangeani Pukt Penerimaani Kas dan Bukti

: i
Pendapatan lainnya yang sah; dan | '

j. pejabat yang diberi wewenang -mcnadatanrcani Hhatan atou Perjanjizh dengan Pihak

|

Ketiga yang mengakibatkan Pendapatan dan Penacluaran APBD. t
‘g
|

¥ b o o ':
Paroreal v oors

Bendaharawan Y Poverah

}. ' 'f\-_
Pasal 8

(1) Bendaharawan Umum Dacrah Menatausahokan Kas don Kehavaan Dacrah Lainnya;

| e .. | T
(2) Bendaharawan Umum Daerah schagimana dioalecud pada ayvat (1) berjanggung, jawab

i
1

e ?

kcpadﬁ Kepala Daerah:
(3) Bendaharawan Umum Dacrah Menyimpan uane milik docrah pada Pnk yang schat
dengan cara Membuka Nomor Rekening Kos Dacrah: i
(4) Pembukaan Nomor Rekcningc Kas Dacrah schaviimana dimaksud Pild:fﬁ ayal (3) dapat

lebih dan | (satu ) Bank:




L2 L I R I e i

i

(5) Scluruh Pencrimaan yang Menjadt beban APBD dilakukan melalur Kas Tacrah;

|
(6) Bendaharawan Umum Dacrah menyimpan scluruh bukti sah kepemiliks

n atau scrifikat
atas seluruh kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

(7) Bendahara Umum Dacrah sctiap bulan menyusun rekonsiliasi Bank yaijg mencocokkan

saldo menurut pembukuan Bendahara Umum Dacroh denean saldo myenurut Laporan

Bank.

(8) Bendahara Umum Dacrah menyerahkan bukti transaksi vang asli atas pencrimaan  dan

f
pengeluaran uang sccara harian kepada unit vang melaksanakan akéitanst keuangan

i
|1

daerah untuk dasar pencatan transaksi pencrimaan dan pengeluaran kas. |

f
!
i

Paragrai ctign

T W S ———— —

Pengguna Angeraran

o Fl

Pasal 11 i

1

(1) Kepala Satuan Kerja Pcrangkat Dacrah adaloh Pengguna Anggaran dap/atau Pengguna

Barang /Jasa bagt Satuan Kerja Perangkat Dacrah vang dipimpinnya;
g g J {2 vang di

| i . : |
(2) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. schapaimana dimoaksud  pada’

!
1

melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggagan dilingkungan

ayal (1) dapat

satuan kerja masing-masing serta diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kiepala Dacrah;

{3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah dalom mclaksanakan tugasnyq sclaku Pejabat

Pengguna Anggaran/Pengguna Bm*m;g Satuan Kerja Perangkat Dacrah y;=11g dipimpinnva
bertanggungjawab atas: |
a. tertipnya Penatausahaan Anggaran yang dialokasikan pada fnit kerja yang,
dipimpinnya.

b. penggunaan barang milik dacrah yang ada pada Uit Kerja yang ff.ipimpinnyu.

(4) Kepala satuan Kerja Perangkat Dacraly Sclaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang
Dacrah mempunyai tugas scbagai berikut:
menyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang dipim]; Innya.

a.
b. menyusun Dokumen Pclaksanaan Anggaran:

£

melaksaanakan Anggaran Satuan.Kerja Perangkat Dacrah Yang dipimpinnya;

d. melaksanakan Pemungutan Pencrimaan bukan Pajak: !

e. mengelola utang piutang daerah vang menjadi tanggungjawhb satuan kerja

perangkat dacrah yang dipimpinnya:
f.  mengelola barang milik/kckayaan dacrah vang menjadi tanggupg jawab satuan

n-

kenja perangkat daerah yang dipimpinnyva:

I Oy Ly ee



(1)

@

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)
©)

Pa ragi‘:l { iNecempat

Pemegane 1Koy
e ¢

Pasal 12

e S g i e S, 4 g e -

Dt setiap perangkat ddCl‘dh ditunjuk T (satu) Pemegang Kas yang mcl tksanakan Tata
Usaha Keuangan dan 1( (satu) Pemegang Barang yvang melaksanakan lai L Usaha Barang
Dacrah:; u : '

Pemcgang Kas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ('7) dilingkungan

k
Sckretariat Dacrah dapat ditunjuk i h,m' i dan diatur Iebih lanjut deijg

gan Kceputusan
Kepala Daerah; | g
Pemegang Kas sebagaimana dinmksm] pada avat (1) dan avat (2) :-:1d::1];:h Jabatan Non
Struktural / Fungsional dan tidak bolch mcerangkap schasai pejabat chcl?-wlaﬁn Kcuangan
Daerah lainnya; | i
Bendaharawan Khusus Pencrima dilarang menecunalian mm- yang dll*f rimanya sccara
langsung untuk membiayai Pengeluaran Peranokat dacrh: ;
C - i
Bendaharawan Khusus Pencrima wajib menyetor sehiruh vang yanb Iditerimanya ke
Bank atas nama Rekening Kas Dackah paline Tambat 1 (Sam) hari SC]. < saat uang kas
tersebut diterima; | . '
Untuk dacrah-dacrah yang sulit dijangkau denean komunikasi dan (e insportasi dapat
melebihi ketentuan sebagimana dimaksud pada avat (5) vange dltclapla.m olch Kepala
Daerah; _ : ’
Pembantu Bendaharawan Khusus Pererima pada masing-masing unit k;ria wajib untuk
menyctor, mencatat semua tunggakan dan taciban PAD dan mchpn I\annya kepada

!

bendahara khusus penerima pada Dma_s Pendapatan Dacrah: |
p P R |

Dispenda wajib melakukan penagihan terhadap tungeakon PAD:

Tata Cara Penagihan diatur lebih lanjut denean IKeputusan Kepala Dacrall:

(10) Dalam melaksanakan Tata Usaha Kevangan Dacrah. Pemepang Kas dapat dibantu oleh

beberapa Pembantu Pemegang Kas:

T Ty ey

(11) Pada Perangkat Daerah yang bertanggung fawab atas pendopatan asli dagrah, lugas Kasir

dibagi menjadi kasir Penerima uang dan kasir Pembavar uang:

(12) Kepala satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas vang dikelola olch sz;luan Pemceganyg

kas minimal 3 (tiga) bulan sckali: '
|

(13) Satuan Pemegang kas dilarang menyimpan Lkas vane diterimanya atas najna pribadi pada

suatu bank atau lembaga Kcuangan lainnia: |

t @

e
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BAE 133
ANGGARAN PENDAI‘{\TAN DAN BELANIA D
B:lgihn Portamo
Strukiur APRD
Pasal 13
(1) APBD Mecrupakan wujud pengelolaan Keuangan Dacrah vang ditetapl

dengan Qanun;

AFRAH |

i
1
|
|
|
|
|
|
|

an sctiap tahun

2) Semua Pendapatan, Belanja dan Pembiayaon dianegarkan seeara Brutto dhlam APBL:

(3) Struktur APBD merupakan satu kesatuan vang terdirn davi Pendapatan i‘)acmh., Belanga
Daecrah dan Pembiayaan; ::

(4) Pendapatan Dacrah sebagaimana dimaksua pada ayat (3) meliputs seffiua pencrimaan
yang merupakan hak dacrah dalam satu Chun anggaran yang, mcnjudi;lpcncrinmun kas
dacrah; g :

{5) Bclanja Dacrah schagaimana dimaksud pada avat (3) meliputi semua pi*ngclunrzm yang
mcrupakan kcwajibandacmh dalam satu tohun anggaran vimg akan mcn_;:ldi Pengcluaran
Kas Dacrah; 1}

(6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3) meliputi (ransaksi ﬁicuangan untuk

| i
menutup defisit atau untuk memanfantkan surplus: |

(7) Struktur APBD diklasifikasikan berdasarkan bidone pemerintahan dncrnﬁ"n scsual dengan
Peraturan Perundang-undangan; -

(8) Penyusunan Rancangan APBD scbagimana dimaksud dalom pasal 6 bl rpedoman pada

Rencana Kerja Pemerintah Dacrah  dalam rangka mewnjudkan  terd

bcrnegara;

- g

degsal 1.4

(1) Dalam rangka Penyusunan statistik Kcuangan Pemerintah Dacrah, ki

®

beserta kode rekeningnya disesuaikan dengan macam dan jenis ke

dimiliki daerah;

(2) Sectiap bidang Pemerintahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) di

Pcrangi(at-pcrangkat dacrah yang'bcn'imlnl-: schagar pusat-pusat pert:

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing:

8 ¢

Bagian ledun

Pendapeian

Pagal 13

apainya (ujuan

¥
!
:
I
|

stfikast APBD,

i

yenangan ydang

1_
aksanakan olch

nggungjawaban




w dmnm menurut objck pcndapatan Sctian ohicl: Pe ndapatan dirinci

@

tenurut rincian

.....

;O—bjCk Pendapatan;

E

ﬂ- -. Bagian Netion
- ' Belania

-  Pasal 16

- (1) Belanja Dacrah terdiri dari bagian belanja aparatur dacrab, bagian Belanja Pelayanan

.....

Publik. Bagian Belanja tidak tersangkit dan bacian Belanja bagi Hagil dan bantuan
? Keuangan; !

é (2) Masing-masing bagian belanja dirinei menurut Kelompol belanja yang ncliputi belanga
: Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja M dal;

F (3) Setiap Kelompok Belanja d1;1nc1 menurut Jenis Belanja, Jenis Belanjajdiriner menurut
3

E Objck Belanja, setiap Objck Belanja dirjnci menurut Rincian Objek Bcldi Ja;

Pasal 17 |

E (1) Belanja Tidak Tersangka dl..m;__mrlum untuk  penecluarm |m1.-‘m;:;um|; bencana alam,

- benicana sosial atau Pengeluaran lainnya  vang  sangat  diperlukany dalam rangka

..... i
3 pcnyclcnggaraan kewenangan pemcrmtahnn dacrah: !

(2) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka  ditctapkan oleh ch la Dacrah dan

3

:

E

%; diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu hilan terhitung scjak dit mpl\zm

E (3) Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalem rangka pcnyc]cnggar.an kewcenangan

Giabs Rl B c@a gl 2o R Eddd

Pcmerintahan daerah sebagimana dimaksud avat (1) vaitu: |
- ' el
: a. pengeluaran-Pengeluaran yang sangat dibntuhkan untuk pc,nycdl an sarana  dan
I;* prasardand lanbbun;: deng:an ])Llnl)";llhm Masyi S pa am*gdmnn a tidak tersedia
dalam tahun anggaran yang bersangkuian;

: b. pengecluaran dalam keadaan darurat-yang belum tersedia angg:1r:.nx1y*1 sckurang-

f kurangnya memenuhi krikteria: bukan merupakan kepiatan norma) dart aktifititas
Pemerintah Dacrah, tidak dapat dipredilist scbciuminva, tidak dlampl\dn sceara
berulang dan berada diluar kendali dan pengeraty Penioninton Dacraht ‘ |

- ¢. pengembalian atas kelebihan penerimenn vang tajaci delam tahwy anggaran yang

J-'-!-

telah ditutup dengan didukung bukti-bais (v v nnad.

|

Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dianaeaiton vt nenecluaranjdengan kriteria
schagal berikut:

2 Tidak menerima secara langsung imbalan bamne Jdon e seperti lazimndra terjadi dadam

s ¥

transaksi pembelian dan penjualan:

!
!
!
f

T O B T R T TN e AT T R R S I R T IR PIaT T T N 3 SRl TRy T IPerIra R 1 romprgge (gt |

B Tidak mengharapkan akan diterima kembsli dimen vane alien datang gepertt lazimnya
i
: -
saatu prutang:
{ c. Tidak
:



R

L‘-

)

4)

(1)

(2)

(i)

L]
i
|

Tidak mengharapkan  adanya hasil sepertt Eromnva st m:n},fcrl:tjm modal  atan

investasi;

Bagian Kcempat ;

Surplus dan Delisit Angearan

Pasal 19

Mengakibatkan terjadinya Surplus dan Dchsit Anvearan:
Surplus anggaran terjadi apabila Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah febih besar dar

:
i
!
{

Anggaran Belanja Daerah;
Defisit Anggaran terjadi apabila Angparan Pendapatan Doerah lebih lu:cii dart Anggaran
Belanja Dacrah: |

Surplus Anggaran dimanfaatkan antara lain untuk  Transfor ke [?3'111;1 Cadangan,
Pembayaran Pokok Utang, Pcnyertaan‘ Modal (Investast) dan atau Sisa Pcrhitungan
Anggaran tahun bersangkutan yang dianecarkan pada Kelompok Pe

i.1hi::1y:;.mn,. Jents
Pengeluaran Daerah; I |
Defisit Anggaran dibiayair antara la»iﬁ dart Sisa Angearan tahun }fang%j lalu, Pinjaman
Dacrah, hasil Penjualan Barang Milik Dacrah vang dipisahkan, Trm;sl'"cr dari Dana

Cadangan, yang dianggarkan pada Kclompok Pembiayaan, Jenis Penerimpan Dacrah:

Jumlah kumulatif defisit APBD dibatasi tidak melebihi 3 (tien) persen flart pendapatan

tahun bersangkutan;

Sisa Perhitungan tahun berkenaan mcerupakon selisiv febih dari S'rplus /[ Defisit
& ¢ :
ditambah dcngan Pos Penerimaan Pembinmyoan dikuranet dengan l’ s Pengeluaran
Pembiayaan Daerah:
Bagian Keluvn
Pem h'i:t}-f;: nn

Pasai 20

. « o . - a3 4
Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiaviean vane mcrupakan Pengrimaan Dacrah
¢ .

L

|
dan Pengeluaran Daerah; :
l

1

|

hda  Kelompok

Jumlah sisa perhitungan anggaran' tahun lalu dipincabbukukan

Pembiayaan, Jenis Penerimaan Dacrah. Obick Siza Lebih Anegaran tabug lalu.

" Pagal 2 %

1

Pemerintah Dacrah dapat membentuk dana colnean cona membiayar kebutuhan dana

.

yang tidak dapat dibebankan dalam Satu Tahun Anggaran: | 1




Pasal 2.2

(1) Pinjaman Dacrah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui Pu:lumtah Pusat;

(2) Untuk Memperolch pinjaman dacrah yang bersumber dari Luar Negeri, Pemerintah

dacrah mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persctujuan

DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

(3) Untuk memperolch pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Peterintah Dacrah

in DPRD. Studi

i
Kelayakan dan dokumen—dokumen lain’yang diperlukan: |
|

mengajukan usulan kepada Menteri Kellangan disertai surat persetuju

~ (4) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatanggni olch Menteri
Keuangan dan Kepala Daerah.

P‘a'-.,x}

diterima tahun anggaraan yang Bere..mnlmhm

(2) Progrnm / kegiatan yang dibiayai dengan Pinjaman dacrah dianggrarl;
Kelompok. Jenis. Objek dan Rincian Obicl Relimia sesuai denean Pengglunaan Pinjaman

Daerah.

Pasal 26

(1)  Jumlah Pinjaman yang jatuh tempo “pads tabin vane Lereangkutan ds:mggaﬂ;an pada
Kelompok Pembiayaan, Jenis Penpelinran Daerzii. Objek I‘cn{ aiyaran  Pokok
Pinjaman;

(2) Jumlah Bunga denda dan Biaya Administras Craman vang akan dibjryar pada tahun

bcmangkutan dmnggarkan pada Bagian. Kclompol: Nelanja, Jenis Belagja Administrasi

Umum, Objck Bunga. Denda. dan Rincian Ohick Punea dan Denda Pin_: man.

Pagal 77

® ¥

(1) Pii‘)jaﬁmn Daerah disalurkan melalui Ilas Daerai:
(2) Pcnatausahaan pclaksanaan Program x"!;«:-ff%:.ll:m vime  dibinvar dart pjnjaman dacrah

diperlakukan sama dengan penatausahaan rollisaniaan Preorm/kegiatan {ainnya:
(3) Semua Penerimaan dan kewajiban dat renekin pinaman dacrah dicagntumkan dalam
daftar pinjaman daerah. e

4
Baopan g atearal

Proscs P(‘I}}""E,I.'ﬂlﬂ?!ii?? ASED o
e BIE B L L O
;-"";"'- %a;.w—-r“""ﬂ—n-.._{ ’E‘?’;' -
Pﬂ S:l' 28 r,’; '"‘_':.”r.,hﬂ"“r ' ""‘—-,,‘_%'e ’
(1) Dalam Rangka Menyiapkan Rancangan APDRDY, l m’ :mlah m;fztl *""‘}ﬁcrsama-salnnt

, SO PR
- ﬂi :}"‘3 it !!

DPRD menyususn aRah dan Kebijakan Umum nl) -'-"‘ %f



(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)

(10)

Daerah menyiapkan rancangan APBD: |

“Pemerintah Daerah mengajukan rancanean Oanun (enlang. APBD,

!
oktober tahun schelumnya; y :1

Lampiran-lampiran rancangan Qanun tentang AU terdivi dart:

1. daftar Dana Cadangan;

-

Dalam menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD schagaimana digwaksud ayat (1)
diawali dengan penjaringan  aspirasi masyarakat  sccara  berjenjapg mulai  dar

Kecamatan, serta berpedoman pada Rencana Strategis Dacrah dan 4 atau dokumen

{

pkok Kcbijakan

Perencanaan dacrah lainnya yang ditetapkan Dacerah. serta Pokok-P

g

¥
i
:
i
*

Nasional dibidang Kcuangan Dacrah dan ketentuan lainnva:

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APRD schacaiman dimaksudidalam avat (1),

!

Pemcrintah Dacrah Menyusun Stragegi dan Perioritas APBD;

i
¥
|
t
!
|

Berdasarkan Strategr dan Perioritas APBD schagimana dimaksud dalagh ayat (3) pasal

ini dan dengan mempertimbangkan kondisi ckonomi dan Kenangan Dadrah, Pemerintah

hisertar dengan

lampiran kepada DPRD untuk dimintakan persetojuan pada minggy pertama bulan

a. ringkasan APBD; B
b. rincian APBD;
c. daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidine Pemerintahan dan Pefangkat Dacrah:
d. ' daftar Jumlah Pcgawai Per Go]'hng__:nn dan Per imbatan: F
| a

€. daftar piutang; | ﬂ
1. daftar Pinjaman Dacrah; B b 11 ii
g. daftar Investast (Penycrtaan modal) Daerah: :
h. daftar Ringkasan Aktiva Tctap Dacrah: q

| f

J- daftar  Penjelasan  Sumber  Pendopoton don Pombiayaan § Dacrah  serta

penggunaannyas, |

k. daftar Rekapitulast Program/ Kegipton per upit Loria,

1

|

Pembahasan rancangan Qanun tentang APDRD dilolvion cosont dengan §lndong-Undang

yang Mengatur tentang Susunan dan Kedudakan DPRD:

!

Pengambilan Keputusan Oleh DPRD meneenai maneangan ganun flentang APBD

dilakukan sclambat-lambatnya satu bulon scheliom tahun anggaran yadg bersangkutan

&

i

dilaksanakan; . _
Apabila DPRD tidak menyctujui Rancangan Oanun tentang APB]D  sebagaimana
damaksud pada ayat (8)., untuk membiayai keperluan sctiap bulan Peificrintah Dacrah
dapat dilaksanakan pengeluaran sctinggi-tinecinva sehesar angka APBD tahun
Anggaran schclumnya:
Pcngeluﬁran yang setinggi-tingginya untuk keperivan sctizp bulan wrsc:l15 ut pada ayat (9)

diprioritaskan untuk:

e g, e s

Ry

a. belanja ...

B R i il



i

F1 (CTUS MCNCTuS

dan harus dialokasikan dalam jumlah vong cukup untuk keperly
i |
711 scrta belanja

an sctiap bulan
dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belonja pega

barang dan jasa. —

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Jpendidikan dan

keschatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepadia pihak ketiea,

Yasal 29

L

Ra-néangan qanun tentang APBD yang tclab disetupi oleh DPRD_ disahBan olch Kepala

!
{

daerah menjadi Qanun tentang APBD paling lambat satu bulan setelah /\ngg iran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBD) ditctapkan:
Pasal 30

(1) Qanun tentang APBD ditindak lanjuti denean Kepotusan Kepala {Daerah  tentang

Pemjabaran APBD;

&
&

(2) Keputusan Kepala Dacrah tentang Penizharan APRD dizusun menurut Kclompok, Jenis

Objek, Rincian Objck Pendapatan. Belanja dan Pembiayvaan:

(3) Berdasarkan Qanun tentang APBD. Fcepela Dacrah menctapkan Repeana Anggaran

Satuan Kerja menjadi Dokumen Anggaran Satuan Kerja: | |

(4) Dokumen Satuan Kerja memuat lscml:tl;!:m (l:m“'lh:!:m‘j:i Setin Pc:r;_1ng411l Dacrah vane
digunakan scbagai Dasar Pelaksanaan olch Penogima Ancevearan:

(5) Penetapan Dokumen Anggaran Sn[tumu Kerpa paline Bvanbat satu Bulag sctelah Qanun
tentang APBD ditetapkan. |
Bagian Necoiann

Perubahan APRD

: Pasal 31

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apahila: f
| '}D;

a. perkembangan yang tidak sesuai dgn can asumst kehyalion umum AP
b. keadaan yang menycbabkan harus dilakukan Peroeseran Anggatan Antar Unit

Organisasi, Antar Kegiatan, dan Antar Jenis Delanga: *

c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lchih tahun  scbdlumnnya harus

digunakan untuk pembiayaan anggaran yane berjalan.
d. kcbijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah dacrah vang bersifatstrategis:
¢. penyesuaian akibat tidak tercapainya tareet penerimaan dacrah yang ditctapkan;

. terjadi kebutuhan yang mendesak. -
(2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat meclakukan pengeluafan yang belum
tersedia anggarannya. sclanjutnya diusulkan dalam rancancan Perubahan :/\PBD dan/ atau
disampaikan dalam Laporan Perhitungan Angcaran:

{ -: : pn}n +"""|'h; e ?['_1‘.



(2) Pembentukan dana cadangan ditctapkan dengan Qanun: |

(3) Dalam Qanun Pembentukan Dana Cadangean menctapkan tujuan, Besafan dan Sumber

e e

e | ' N A : " : : | |
Dana Cadangan serta jenis Program / Kepiatan yane dibavai dari dana cm;;’angan tersebut;

| APBD. keecuali

!

(4) Dana cadangan dibentuk bersumber dari konstribusi tahunan Pencrimaar

dari Dana Alokasi Khusus. Pinjaman Dacrah dan Dana Darural.

LS

Pasal 22

Pt 5 i = R

| ; -
¢mbiayaan Jenis

(1) Pengisian Dana Cadangan setiap tahun dianggarkan dalam Kelompok P
| j
g.

Pengeluaran Daerah, Objck Transfer ke Dana Cadangan:
(2) Pcnggunaan Dana Cadangan di;.mgg:;rknn pada: i
a.  kelompok Pcmbiayaan, Jenis Pencrimaan Dacrah. Obijck Tran'fcr dari Dana
Cadangan; | " :
b, bagian, Kclompok, dan Jenis Belanja Modal:
(3) Dana Cadangan dibukukan dalam rckening fersendiri atas nama _)ana Cadangan
Pemerintah Daerah, yang dikelola olch Rendabarawan Uimum Dacrah:
(4) Dana cadangan tidak dapat digunakan fintuk membiavai program / kc;_. atan lamn diluar
yang telah ditetapkan; v ‘
(5) Program / kegiatan scbagimana yangcﬁnm!wml dadam ayat (D dilul«;sana.j an apabila dana
cadangan yang disisihkan telah tercapai: | '
(6) Untuk Pclakssanaan program/kegiatan  schagimana dimaksud padag ayat (5) dana
cadangan terscbut terlebih dahulu di-pifnd:_lh bukukan ke Rekening Kas D:rcrah; .
(7) Penatausahaan pclaksanaan Program/Kceiatan vane  dibiavani  dari d;mu cadangan

diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan Program/Kegatar} lainnya,

e ¢
Bagian Keonam
Pinjaman Dacrah

Pasnal 23

(1) Pinjaman Daerah dilakukan dengan persctunjusn DPRD:

(2) Berdasarkan Persctujuan DPRD. Penierintah Dacrah meneejukan pinjagnan pada calon

4

Pemberi pinjaman;
(3) Sctiap Pinjaman Dacrah dituangkan dalom surat Perjaciizn Pinjaman arftara Pemerintah

|
Daerah dengan Pemberi pinjaman: |

(4) Perjanpian Pinjaman ditandatangani atas nama Pemcerintah Dacrah oleh Kéapala Dacrah.

IEisal. .



(e

Anggaran yang bersangkutan scbagaimann dimaksud avat (1) untt

persctyjuan DPRD paling lambat 4 (p‘np:nl) e s lieliaiin < Valwidin
sersangkutan berahkir: |

i -

. Pemcrintah Dacrah mengajukan rancangan  Qanun (enting Perubahan APBD tahun

g

k mendapatkan
|

| .
iAnggaran yang

4

M Rancangan Perubahan APBD mepual Angearan dacerah vang tiflak  menpgalami

perubahan dan yang mengalami perubahan:

2. ringkasan Pcrubahan APBD;
5. rincian Perubahan APBD;

4

organisast;
¢ daftar piutang; o 4
e daftar Pinjaman dacrah;
£ daftar Investasi(Penyertaan Modal) vaceah:
g..'; daftar Dana Cadangan;
% neraca Dacrah Tahun Anggaran vang |
] |

i daftar rekapitulasi Program dan Kegiatan Perimit kerya.

" ) Rincian perubahan APBD memuat uraian kelompok . jenis sampat ol

-

Belanja dan Pembiayaan. a

N Ramcangan Pcraturan  Dacrah  tentanyg Perubaban APBD  besert

dengan Nota Perubahan APBD.

dsmaksud pada a);at 45

'.1r
8 Lampiran-lampiran rancangan Qanun tentange Pernbahan APBD terdirn daji:
E‘

¢ daftar rckapitulasi Perubahan - APDD berdasorken bidang pey

el

Penyampaian Rancangan Peraturan Dacrah schagaimana dimaksud pada
!

b

}mrinlahnn dan

e ey S-S ki,

e e e = e

i R i i s WAy W

daftar Penjclasan sumber pendapatan ¢.m Pembiayaan dacerah serta Pgnggunaannyac

@
f*

|

ck Pendapatan,

.|#

[.ampirannya

| - e .
DPRD menetapkan Agende Pembahasan Rancingan Peraturaan Dacrph scbagaimana

|

maling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran herakhar.
"l Fermat susunan Nota Perubahan APRD schagaimana dimaksud pada ay

 dalam Lampiran XV Kepmendagri Nomeor 29 Tahun 2002,

Pasal =°
. o T,

il Qenun tentang APBD ditindak lamjuti demgan Keputusan Kepala

Pemjabaran Perubahan APBD:

it (2) tercantum

acrah tcntang



i

' i
j". |.|'.'|u|.|':|

Pasa] 54

c, .'E-' r ﬂ*-ﬂ-'
] ey .o
.l l!hfﬁu" - e !

&

1) Pergescran Anggaran dalam Dokumen Anceecaran Satuan Kerjo (DASK) untuk antar

|

kegiatan atau kelompok belanja dan/otan menimibulkan Levintan baru apat dilakukan

i

setelah mendapat persetujuan Kepala Dacrah don DPRDY:

mendapat persctujuan Kepala Pacrah dan dilaportom kepada DPRD:
¥

8

XA Y

PELAKSANAAN TATA USATLY FETHANCAN DAEKRAH

Baginun Perfama

L]

L

Penerimanes ias 4

. .. |
Voagad 26 il
@

i

1) Kepala Dacrah amenjaga agar senmia peratwran done Penctapan laghnva mengenai

Pendapatan Dacrah dilaksanakan sebaik-bailinva scrta semaon piutang dagrah ditagih dan
dipertanggungjawabkan tepat waktunva:

atau nama lamn

schbagai akibat darit penjualan dan atau pengadaan barane/jasa serta penyithpanan dan atau

|
|
I
nenempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah: |
: Ly

21 Sctiap Perangkat Dacrah yang mempunyai tugas memuneut atau menceigima Pendapatan
Dacrah wajib Mclaksanakan intensifikasi dan ckstensifikasi Pendapatan tgrsebut;
sank;

ima PAD wajib

& Sctiap Pencrimaan Kas disctor sepenuhnya kerckening Kas Dacrah pada |
I3} Setiap Perangkat Dacrah mempunyai tugas schagai Pemuneut atau Penc

menyetor langsung ke rekening Bendahara tJmum Dacreh (BUD). dani menyampaikan

bukti penyctoran kepada Dinas Pendapatan Dacrah:
¢

) Bank mengeluarkan Surat Tanda Sctoran (STS) atou Beke Penerimaan Has lainnva yang

I STS atau Bukti Penerimaan Kas lammwa wvans sah meropakan dokulnen atau bukti

n

i
transaksi yang menjadi Dasar Pencatotom ASmntan< i
i
A
s

Por ooy |



'

i
. Pasal 37 :4
| |
(1) Scmua Kas yang ditecrima kembali dari penecluaran yang teloh disclcsmllm dengan Surat

Perintah Mcmbayar (SPM) dibukukan schacnt pengurangan atas Poq IBelanja Dacrah

™ ¢

tescbut;

{2) Pencrimaan scperti dimaksud pada avat (1Y yane terjadi setelah tahun Anggaran ditutup

K
L3
i

Pasal 39

!
. _ : e . i . ~' ;

11} Penerimaan Kas yang berasal dari Thasil Penjuatan dan ataw Ganti Rug} Pclepasan THak
: . . ; A : 5 X

Asset Dacrah dibukukan pada Kelompok Pendapatan Asli Dacraby jenis lain-lain
Pendapatan Asli yang sah; |
{2} Pencrimaan Kas yang berasal dari hastl penjualan dan aiau Gdnll Rug ] Pelepasan Tak

~ Assct Daerah yang dipisahkan dibukukan pada Kelompol: Pembiayaan, _n:nis Penerimaan

4 dari Daerah, Objck Hasil Penjualan Assct Dacrah vang dipisahkan:

13} Pencrimaan Kas yang berasal dari Pungutan atau potonean yang akat disctor kepada

'[?' Pihak Kctiga dibukukan pada pos hu'tangf Perhitunean Pihak Ketiga, |
E

B:lgi:m [<edua

_ Pengelunran Kas .

; Pasil 39

W1} Pengeluaran Kas yang mengakibatkan bebon APBDL tidak dapat dil?:laukan schelum
Rancangan Qanun tentang APBD disalikan dan ditempatkan dalam T,.cml* ran Uaemh;.

I} Pengeluaran Kas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 3 lanja Pegawal

wang formasinya telah ditetapkan dan keperluan rutin: *

I3 Pengeluaran Kas sebagimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya fidak dibenarkan
entuk membiayai Instansi Vertikal yanrv hersilft Leeintan Gak; '

@ Untuk keperluan koordinasi dcng:m instast vertilal, APDD dapat 1110:?11701‘“{:\11 berupa
Bantuan operasional dalam bentuk kerjasama: ]

I8l Unmtuk pcmgcluaran Kas ataw beban APBD. terlebil dahely diterbitkan *.‘?H{O atau Sural

Keputusan lainnya yang sama dcngm i, vange diictankan oleh Kepala D rerah;

Sl Pemerbitan SKO scbagaimana dimaksudkan pe-loavat (3) dhidasarkan m;»; Angearan Kas
- & . A8

samg ditctapkan dengan Keputusan Kepete Pacrah: I
i
Bl Sctiap Pengeluaran kas harus didukung of-h Bl i vane en: oLkap dan stih mengenat hak

wame dipcrolch olch pihak yang menn

¥ m— o -m _L



Pasa? -2 ;
' :
(1) Dalam hal Rancangan Qanun APBD t=hun bhoral

i

DPRD. Pecngeluaran Kas Dacrah hanyva dapat dilakukan untuk kepe

kantor dan kebutuhan mendesak; - !

(2) Keperluan rutin-rutin kantor dan kcbutuhan mendesak Lunnya scbag

;

l

pada ayat (1) terlcbih dahulu mendapat persctujuan DPRD.

] ¥

.
|

G b
Yasal i

e e e T

; H
aim belum mendidpal  pengesahan

1 _ .
(Iuan rutin-rutin
3

mana dimaksud

L - - * I -
Sctiap Orang yang diberi kewenangan menandataneani dan stau menpesabkan surat bukt

i

yang mcnjadi dasar Pengeluaran Kas bertangcung imwvab atas kebenaran jdan akibat dar

- L

penggunaan bukti terscbut.

|
f

Pagal 2

|

j

2 ol

Untuk mclaksanakan Pengeluaran Kas Peneeunn Apogaran Mengajuk

|

(1)

ebries P~

Pejabat yang mclaksanakan fungst Perbendiharaan:

(2) SPP diajukan sctclah SKO diterbitkan discrtai dencan peneantar SPP

Penggunaan Belanja;

(3)

Pengajuan Pengeluaran kas untuk pembayaran Peban Totap dilakuk
Beban Tetap (SPP-BT): ;
f

(4)

Pengajuan Pengeluaran kas untuk Peneision 1o ok

dengan SPP Pengisian Kas (SPP-—PF’E).

¢

Peargad o X

(1) Pembayaran dengan cara Beban Tetap dopat dilslvlian aptarn Lo Untuk

a. belanja Pegawai; ii

}
b. belanja Perjalanan Dinas: "” |
: - ! @ il
c. bclanja Bagi Hastl dan Bantuan Kenanaean: ;

|

- ifif"'l"l -} o 4
B0 o | CIMCankg:

- SPP Kepada

m daftar rincian

n dengan SPP

Kas dilakukan

k.cperluan:

e

administrasi pinjamans:

c. pelaksanaan Pckerjaan oleh pibal 1o
. f.  pembelian Barang dan Jasa:*
g. pcmbelian barang dan bahan untuk pokerian vang il lisanakan s

dan nilainya ditetapkan olch Kepale “oerab, |

(2) Pcmbayaran atas SPP-BT dapat dilakukan setelah fimesi Verifikasi meny

dan sah terhadap dokumen yang dilampirian antar [ain:

a. spp-BT-:

b. nomor Pokok Wajib Pajak:

c. SKO: ,

d. daftar Rincian Penggunaan Amemmram Polain:

L

c. penunjukan Rekanan disertan mesaal-

ndirt yang jenis

g
?
i
§
:
%.
ﬂ
It
&

Hokan Lenpkap



. spk bagi Pecnunjukan rekanan yane fidak melaln Pelelangan:

L J
kontrak Pclaksanaan Pengadaan Barmnge/Iasa:

o
=
h. tanda Terima Pembayaran. Kyitansi. Nota. dan atan (aktur yang xlisctujui Kepala
Unit Kcrja Pengguna Anggaran: _ |
o |
i. berita Acara Tingkat Penyelesatan Pekerpaan, |

- j- berita Acara Penerimaan Barang/Pclerjnan:
k. faktur pajak;

I. berita Acara Pembebasan Tanah vang dibuat oleh Panitia Pembebgsan tanah;

+~ ]
m. aktc Notaris untuk pembcli-an'_hamng tidak bergerak: *'
n. foto-foto yang menunjukkan tingkat kemajuan pekerjaan; f
0. surat angkutan; |
p. konosemen; . ' ,
g. surat jaminan uang muka; 1.
r. berita Acara Pcmbayaran, e
s. surat Bukti Pendukung lainnya.“r
Pasal 44 |

pbavaran untuk Pengisian Kas dapat dilakokon apabila SPP-PK. SKO jdaftar perincian
peunaan Anggaran Belanja dan SPI benkut bukti pendukung lainnja atas realisasi

zmiran SPP bulan sebelumnya dinyatakan lencekop dan <ol oleh Fungsi Pe »endaharaan.

(
% o |

‘ Pasal 5

-

) Setiap SPP yanag telah memenuhi persyaratan don diceteigg oleh fungsi) perbendaharaan

dapat diterbitkan SPM; - }

!

ol
8 i

Batas waktu antara Pencrimaan SPP-B1/<PP-PE denear Penerbitan SHM-BT/SPM-PIKL

alch fungsi Perbendaharaan ditetapkan oleh Kepnla Dacrzh dengan mefnpertimbangkan

kclancaran dan kemudahan pelayanan admmnistrasi penerimnan dacrah; |

. |
0 SPM-BT/SPM-PK diserahkan Kepada DBendaharawan Ulmum Daerah ymtuk diterbitkan

Cek yang akan dicairkan di Bank atas beban Rekening Iae Dacrah.

Pitsnl G
Pengguna Anggaran wajtb mcmf"-‘f"“f‘ifj’.?i'!ﬂ;,_‘_i:t*-.t';zh?::rn cone vang digunakan dengan

cara Mcmbuat SPJ yang dilampirkan deneen bob f-isabi e sah,

|

il SPJ beserta lampirannya disampaikan keneda Hepals Do paling l;z;}inl}ul tangpal 10

bulan berikutnya. {1
Pas=1.t7 :
- 1
fisoran kas vang berupa pembayaran wmtelk bl Letien Salam keduduBannnya sebagai

I "

ppemput dibcbankan pada pos hutang porasizme=m .

L



Pasal .13
i r yang digunakan dalam pclaksanaan Pcmbu kuan terdir dart:
@ Register SKO; 4 {

‘B Register SPP: ,
& Register SPM; 5t &
. @ Regster SPJ; - '

;m Register Penagihan Piutang; . | ]
WI". Daftar Penguji SPM.

Bagian: ety

Pengadaan Barang/ Jasa dan Penghapusan Barang

Pasatl 49
Barang/Jasa wajib ménerapkan prinsip-prinsip: | [
m, Efisien berarti pengadan barang/jasa harus dinsahakan dengan mcngglml{an dana dan
| dava yang terbatas untuk mencapar sasaran yang ditetapkan dalam Waktu scamnlml—-
simgkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan: |

|

M Efckuf, berarti Pengadaan l‘mmngmsl harus sesuar dengan kebutuhan yang telah

gitetapkan dan dapat membert manfant vang se “hesar-he sarnva scsum' dengan sasaran

yang ditetapkan; | .

L

‘& Terbuka dan bersaing. berarti pengadaan barane / jasa harus lubuk bagi penycedia
barang /jasa yang sctara dan memenuhi svarat/kriteria tertentu berdasark! an ketentuan dan
!

prosedur yang jelas dan transparan; . ¢ i

j:_W.. Transparan bcerartt scmua kctchtuml dan Informasi meneenn péngac:mn barang/jasa
| termasuk syarat tchnis Administrasi peneadann,  tatacarn cvalunsi..g hasil  cvaluasi
penetapan calon Penyedia barang/jasa, sifatnya tevhuka baai neserta pcn},' xdia barang/jasa
yang berminat serta bagt masyarakat luns, pada umumnya:

i'm., Adil/tidak diskriminasi, berarti incnjj*u:ri perlabuan vine sama bagi semua  calon
. penvedia barang/jasa dan tidak I'I'ICIH'IH'H]“I intuk membenkan Keuntunggn kepada prhak
tertentu. dengan cara dan atau alasan np zpun

ﬂ: Akuntabel, berarti harus mencapai sasaron haik fisik Lenanean m:.lupl- n manfaat bagi

kclancaran pelaksanaan tugas umum pemicrintahan dan pelavanan masyagakat, dan sesuat

1

dengan prinsip-prinsip serta ketentuan vang berlabu dalom pengadaan batang/jasa.
{,

¢

!

;ﬁ
e o 3 Pasal . ...



"Pasal 50

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dacrah ditakukans

a. dengan menggunakan Penyedia Baring Zlasa:

*

b. dengan cara Swakclola.

1 pada ayat (1)

(2) Tata cara Pelaksanaan Pengadaan Barane/lasa schacwimana dimaksu

berpedoman kepada ketentuan yang berlaku,

°

Pasal 54

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah adalah Penpeana Barang/lasa bger Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang dipimpinnya; g
| i'

(2) Pengguna Barang dan/atau  kuasa  Penpeuna Barang wajib  pengelola  dan

menatausahakan barang milik dacrah vang berada dalom Penguasaannyd dengan sebiaik-

a8 (3

- baiknya.

i
re - |
Pasat 232 |
| i

(1) Barang Milik Dacrah yang dipergunakin untule penyelenpoaraan tyeas Pemermtah

Dacrah tidak dapat dipindahtangankan:

| I
{2) Pemindahtanganan/Penghapusan Baranfy Mk Dacroh dilckukan denfran cara dijual,

i

dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sehapai Modal Pemerintabi Dacrah setelah

mendapat persctujuan DPRD.

-
e

Pasat 7

b | L

i

1) Persctujuan DPRID scbagaimana dimaksued i con untulk:

a. pemindahtanganan Tanah dan /.atau Boaonnan

b. tanah dan/atau bangunan scbagimana imeloge! ool boreU00) ayat g tdak termasulk

tanah dan atau bangunan yang:

B s T

| b
e Sudah tidak sesuai dengan Tata Roesee wilsenh atee Penataan Kola:

e Dihapuskan karena Anggaran uriek Pancunan Pencgeanti sgdah disediakan

i
dalam Dokumen Pclaksanaan Aneaaemn:

e Diperlukan bagi Pegawat Negeri:

e Dipcruntukkan bagi chcmingm{ IS

¢ Dikuasai Dacrah berdasarkan eoutuson Peneadilan yang

kcekuatan hukum fctap dan atau berlasarkan keteontuan pcrundang_ -undanean vang

Melah memilika

e

jika status kepemilikannya dipertalzatan ol nvek secara ckon



i
|
i
I
i
:
!
{
l
!

""?_) Barang/scmua assct Milik l"’c:ncrinluh 1 Dacrah hak vane !:}::rgcruk magpun yang tidak

[ ] - - [ ] [ ] J -
bergerak yang akan dipindahtangankan, kepada pihak lain vang bernilaj sampai dengan

Rp. 1.000.0‘00.000._— (Satu Milyar Rupiah). harus mendapat persertujuan BPRD.

_il'-ﬂ"

3) Penjualan barang milik dacrah dilakukan dengan cara felone terbuka.

Pasal =4

- e —— i e S D—— o S i,

t1) Barang milik dacrah yang berupa,tanah vane dikunsai pemerintah dacrah harus

discrtifikasi atas nama Pemerintah dacrah: |

|

spemihikan dan

. o . . 9 - |
=) Bangunan milik dacrah harus dilenckani denean bubti status K

ditatausahakan dengan tertip; |

12} Tanah dan Bangunan Milik Dacrah vyane tidok  dimanfatkan und
| ; |
penyclenggaraan tugas pokok dan funpsi instansi vano hersangkutan waijib discrahkan

ak  kepentingan

pemanfaatannya kepada Bupati untuk kenentingan penvelenggaraan tpeas Pemerintah

|

Dacrah;

a 12

#%) Barang Milik Daerah dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebdeai pembayaran

atas tagihan kepada Pemerintah Daerah: ]

Barang milik daerah dilarang digadoikan atau dijadilan jaminan aunttk mendapatkan

pinjaman. . ;
e

Bagian Keomnod |

i

Akuntansi Kcuangean Pemerintah Dacrah |

: |

L

11} Sistim Akuntansi yang meliputi Proscs Pencatatan. Penggolongan, Penafiran, Pringkasan
ransaksi atau Kcjadian Keuangan scrta Pelaporan  Kcuangannyal dalam  rangka

pelaksanaan APBD, dilaksanakan seguai dengan Standar Akuntansi Pemafintah Daerah:

1= Dalam menerapkan sistim akuntansi Kcuangan Dacrah dicunakan kebijokan akuntansi

L] - - - » ]
yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi pelajporan Keuangan

Dacrah:
I3} Kebyjakan akuntansi scbagaimana dimalsid pada avat (2) ditetapkan ddhean Keputusan

Kepala Daerah.

" §
i :

e
* ‘_._J-l-""’___.



(1)

e

P

)

i3)

i)

Bagian WKcolima
Penatausahaan Kenanean Daerah

Pasal 56

Pengelolaan Keuvangan Dacrah sctiap Tabun Angearan diperpunakan fregister-register

scbagai berikut:
a. register Surat Keputusan Ototrisasi:
b. register SPM-BT/SPM-PK:
c. register Daftar Pembukuan Adminitins o
d. buku Besar Pencrimaan;
¢. buku Besar Pengeluaran . a
f. repister surat Penetapan Pajake
¢. rcgister Surat Perintah Penagihar: i - |
h. register Surat Pcndgihan Bervlano: 1
i. rcgister lainnya yang dipci'lul«::m. ;
Register- Register  yang dimaksud avat (1) pasal drbuat mcnuné it contoh yang

ditctapkan bila mana perlu dapat dibuat Kavt ati bulkon dinenn lembar If:pas.
|

 Pasal &7
) ¥

1

Pemegang Kas Dacrah sclaku Bendabarmwvon IE_imnm Dacrah tiap ’l;ahun Anggaran
mempergunakan 1 (satu) Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluarans
Pada halaman muka Buku Kas Umum Daecrah diberr catatan tentan halaman yang
kemudian diberi tanggal dan tanda tangan Pemepane Kas Dacrah, s .:mjutn}m sctiap
halaman diberi nomor urut dan Pamp:;ﬁ |

Semua transaksi dicatat dalam Bukw Kos Umupm Dooreh pada wakfe itu juga baik

-

1
L

Penerimaan dan Pcengceluaran Secara Brutto:

. L B ; - ;
Sisa Kas Tahun Anggaran yang lalu dipincad hulabon sebacat penerimadain sisa Loas aowal

Tahun Anggaran berikutnya; ' i

Untuk setiap jenis pendapatan yang scring:, terpadi dapog dibuat buku-bulju kas pembantu
| i

tersendiri untuk masing-masing rckening pencrimaant i

Dalam buku kas Pembantu hanya bolch dibukukan 1 (satu) lemis pcncrinnan;

Setiap hari masing-masing buku kas pembantu dijumlahkan dan sclanjtnya dibukukan

kedalam Buku Kas Umum scsuai dengan rekenimgenya,
|

Pasal .. 1



P"%dl gft?

¢

| ji!ﬂj':ﬁ,:ﬁll Buku Kas Umum pada Pemcegang, .]{;1;;;1"):10:'::!1 dititup sctiep haret Kerjag

*-
[Paan] 7O
FAE S B B E

| Pemcgang Kas Pencrimaan mcnvuml poscloruh pencvimamnnva kepdda Kas Dacrah

h@m surat tanda bukti sctor 'r:um]mp'd (empat) atau ichih sesuai ddngan kebutuhan

Pg memuat tanggal penyctoran. |Cm* ocncrimaaen dan mlah uang ygo disctorkannya

! :

hlgan angka dan huruf serta membubuhi tinda tanean misda surat penyctoran tersebut;
£ : - i
™ Lembaran Asli, kedua dan seterusnya dari surat tandi bukti sctor (llma sud dalam ayat

@I) pasal ini sctelah dibubuhi ¢ anvn b dan tanda bees oleh pcmx,hmg kas dacrah

ﬁcmbahkan kepada penyetor. kmhm Kedea dictinalan sebapan Lunp ran. lembar asli

~ Bwku kas umum dikirim olch pemegang kos daerah kepada sub bagian gembukuan pada
Baegian Kcuangan Sckretariat Dacrah sebeeni Pamipiran Pertanggungjdwaban, Lembar

Keempat Schagai Arsip Bendaharawan inom Do, | !

® ¢ I

.-’. L .'I.,'F.'
Pagel 0

mia Pemegang kas masih ada sisa pengisian Lo maka sisa Kas terselfut harus disctor

*®

e

Pasal 21

I Apabila terdapat coretan dan /atau, perubahan dalam SPM-IIT/SPM-RK. maka harus
|

d@iberikan tanda pengesahan disampingnya dan apabila mcengenai tulisfin jumlah uang

1
swamg akan dibayar harus diparaf dan disahkan olch peyabat yang h rwenang  untuk
. . . . . : 1
menandatanganinya. Penghapusan atau tindihan tulisan tidak diperkenangan dalam SPM-
BT/SPM-PK: |

g

| Semmua SPM-BT diterbitkan lanﬂqunfz as nnrm vane pernak menerima;

| Semua SPM-PK diterbitkan atas nama P""'n ~eane Koo ymtek pertangguing jawaban dan
i
;

pr ez swakcloda: (




(4) Scmua SPM gaji diterbitkan atas nama Poicoany Fas:

(5) Pembayaran lunas SPM-BT harus memerthi famds Ginenn vang berhak mencrimanya
' f
}

atau jika ia tidak dapat membubuhi_tand: taneannya danat menggunaifon sisik jarinva

atau dengan surat kuasa untuk mengambil SPMAPE jereehug:
1

LPM-DBT.

gl il

(6) Surat kuas schagaimana dimaksud pada avot (5 hous dilamnichan pada

r

Pasnl a2

Untuk SPM-BT/SPM-PK dan SPM-Gaji vane hatai, hilane, terbakar. ru:--:fl; dicurt, dapa

dikelurkan SPM Pengganti.
ePasal 63

Bendahara Umum Dacrah tidak bolch melakukon pembaveran jombah-jumlalg vang tercantum

dalam SPM-BT/SPM-PK, scbelum 1a mencriime: daltor nenemt,

i s

¢ | |

i

(1) Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah-van: tidah berupa vang tunai atajr surat berharga

@

dan tidak melalui Kas Dacrah. tetapi menzakibathan nenambahan rekefing penerimaan

dan rckcning pengurangan, hal demikian dimuat dialam pf;t-;'hil_ungnn anggaran kcuangzm

dengan mempergunakan daftar pembukuan adonictentf: |
i

(2) Jumlah yang dibukukan dalam daftar pembulinan administeatif nilai npminalnya sama
dengan yang dicatat dalam rekening penerimann dim rekening pengelvaspn.
s ¢ i

i
L]

DAY
PERINTUMNGAMN APID r
Baginn Pertam

- e

Prinsip-prinsip Pelirares Wlenpne s

———
i
13
i

¥y @

Pl 0 |
' ?
| e i
- Pelaporan Kcuangan Dacrah harus mengungheekan: ;

- a. Secara wajar dan mcenycluruh dari keeintn pemesiniab oo dacrahy peijeapaian kinerja

kcuangan dacrah dan pemanfaatan sumber dova clonoryi serta kdoatan terhadap

peraturan perundang-undangan: ,
| | | |
- b. Perbandingan antara Realisast dan Ancesin worn poascbab terjadinda sclisth antara

Realisasi dan Anggarannya:




. - : L . | o . |
c. Konsisten penyusunan laporan kcuangen antara satie periode akuntanstj dengan periode

‘akntansi scbelumnya. |

d. Pcrubahan kebijakan ankuntansi yang difctapkan

= Transaksi atau kejadian yang terjadi sctelah tangeal tutup buku yang mempengaruhi

: i

kondisi keuangan.
£ Catatan-catatan terhadap isi laporan”keuangan dan informasi tambahgn lainya yang,

¢ . i | Sl
diperlukan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisabkanj dari pelaporan

keuangan. ’ j
5

}

Bagian Wedns _ |

’ |

Perliitunean A3 |

| !

|

.

Pasnl 66 |

| = |
Setclah tahun anggaran berakhir. Pejabat yang hertimegungiawab atas §perbendaharaan
E

W:mg mencrbitkan SPM yang akan membehani Tahun Angearan berkenain.

% ' | - 1
| . _ |
| f

Paxal 67 | :

L
I
B

00 Agar laporan Kcuangan menggambarkon kondist kenangan ysang, hcnm dan wajar, pada

rekening tertentu dalam  kelompok® pendapatan. belanga. pemhiavzv’ . dan ncraca
s | _
dilakukan penyesuaian  scbagat - akibat timbulnva hak  dan !‘\muhan yang
| |
diperhitungkan pada tahun anggaran bersangkutan: i

. Penyesuaian scbagimana dimaksudkan poda avat (1) dilak ikan (_lcngan, membuat jurnal

pada buku jurnal umum. . _ | |
.I; (i! }
Pasnal 63 :

Jl Beadahara Umum dacrah menutup scmia cansekal Penerimaan Kag dan Transaks
oy g >
Pengeluaran Kas sctelah Tahun Anggaran Ferakhr: i

i Sd:lmbat-lambatnyﬂ satu hari kerja scteleh Tahun Anegearan ba.m!dnr l Jendara Umum

Daerah melakukan Perhitungan Kas dan dituanckan dalam herita acora. !

!

HHH“” 2 Tahun Anggran berakhir. summ bubu entaian ahuntanst ditufups

f

1 buku catatan akuntansi 5cl'~ RHINRIE dimalieed noda ayat (1) LI Lt]xlllulll dengan

memmbuat jurnal pada buku jurnal umam:

il

[l Semma transaksi vang terjadi sctelah bom’ B Faiem Anagran. tersapu dimasulkon

rawan transaksi tahun ang

R < t"ﬂﬂiﬂ.ﬂmﬂi}




Pasal 70

(1) Bagian Keuangan mempersiapkan draft raneancan Qanun fentang Perhituhgan APBD;

(2) Perhitungan APBD disusun menurut urutan susunan APBD setelah perubfihan;

(3) Uraian perhitungan APBD terdiri dart Ancpavan setelah perubahan, ricgn realisasi dan

i

perhitungan sclisih antara anggaran dengan realisesi Pendanatan dan bCld ;a daacrah;
(4) Perhitungan sclisih scbagaimana dimaksud pada avat (3) disertai pc |c!awn tentang
penyebab terjadinya sclisih antara anggaran dengan - realisasi, bailf karena factor

terkendali maupun yang tidak terkendali penanegenne jawab program/kegiatan. .

1

!

(1) Rancangan Qanun tentang Perhitunean APRD disampaikan I\cpala [Dacrah kepada

DPRD untuk diminta persetujuan:

L

(2) Penyampaian rancangan Qanun tentane perhitunean AP dilampgri dengan nota

perhitungan APBD. Laporan Aliran Kas dan Nersea Dacrih.
. b

Pasnl 72 |

(1)  Agenda pembahasan r:.mczméan Qanun tentane nerhitaunean APBD hcsf.rm lampirannya
!
ditentukan olch DPRD: ; |

(2) Rancangan Qanun tentang Perhitunean AT Lot disetnji .f.)]r;.*hT DPRD disahkan

oleh Kepala Dacrah paling lambat 3 (i Y budan sotelab o Anggargn berakhir.

?’i‘w’ 1

(1) Qanun tentang perhitungan APBD t]l!“l Lolondaly dene r*',xgpulum! hepala Dacrah
tentang Penjabaran Perhitungan APRD: |

(2) Pcnjabaran Perhitungan APBD dilengkapi Jenenn Limniron-lampiran i..mﬂ mcerupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan enaly Dacral, fersebhut; :

(3) Lampiran-—lan'lﬁi’mn Keputusan Kepala Dacrah tentana Peniabaran Pcmi{ungan AP
terdiri dari: e oy l

a. rningkasan Pcrhitungan APBD: | :

b. laporan sisa Perhitungan APBD:

¢. rincian Perhitungan APBD:

d. daftar rckapitulasi Perhitunsan A7 focte ot Cdang penerintahan dan

Organisasi;

c. daflar piutang: e

f. daftar pinjaman daerah:

TR ST



LT O e e A R Y

g. daftar Infestasi (Peyertaan Modal) Dot

h. daftar Realisasi Dana Cadangan:

R s et S

1. dallar cck yang Masth belum dicairkan:

J. daflar assct yang belum diperolch pml Liahun tersebu; i
|

k. laporan Kcuangan Badan Usaha Milik Dacrah va ne terdiri dari fcraca. Laporan
rugi laba dan Laporan Alimn Kus. | |

(4) Rincian Perhitungan APBD memuat uraian Lelompoks jenis sampad dengan objck

pendapatan, belanja dan Pembiayaan. I

*
]

t
RATAN , ;-
& 1

LAPORAN PERTANGGUNG FA Y AD AR 18I e AR DA !ﬂ.; Wi

B:l;;n:m Perinmn }

Le|

%
l.;:lpnr:m Kcuangzw epoonanen Anuearan

Pragnt T
i

(1) Sctiap akhir bulan Kepala Unil !{c::i:-z Peneosna Avceman Wajibg menyampaikan

'fla oran Kcuangan Penggounaan Angearan Kepada Kepala Daerahe
£ 41

(2) .Laporan Keuangan Pengguna Anggaran meneeambartian tentang Pedeapaian kinerja

a b

program dan Kcgiatan, kemajuan realisasi peneapninn twrect pendfpatan, realisasi

penyerapan belanja dan realisasi pembinveon,

- = s et § T e | - -

Bn;;i:w E':":EE::

-3

Laporan Teibvidno
Pasa! 75 | ' |
4 ; '
(1) Pemerintah Dacrah menyampatkan laporon trivenlog s b ~smberitahfan pelaksanaan

APBD kepada DPRD: Bl

(2) Laporan triwulan scbagimana domaksgd avat C8y St s cating lam 8ot 1esata) butan

setelah berakhirnya triwulan yvang bersanal i
Bagien “otin
Laporan Aihie Talion Soerarng
@ k
]‘:ua;;-\g e
(1)  Setelah  Tahun  Anggaran  berahbiv,  era'n el mendusun  loporan
pertanggungjawaban kcuangan dacrah vane ton ki dor
a. laporan Perhitungan APBD:
b. nota Perhitungan APBD;
c. laporan Aliran Kas:

d. necraca Dacrah.



:I
H
¥
§
- |

(2)  Laporan pertanggungjawaban Keuangan Dacrah schapaimana dimaksill pada ayat (1)

h Strategis, dan

f

dilengkapt dengan pencapaian Kinerja berdasarkan tolok ukur Rencan

. . - S : . e )
disampatkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhienya Tahud Anggran yang
. :
bersangkutan. |

x 3
Passi 77 g
_ _

-

]

Laporan Perhitungan APBD berupa Perhitungan atas nelalsonnon diri serun vang (clah

dianggarkan dalam Tahun Anggaran terschut "hoit {clompol: Pendapatan Helanja maupun

ik

Pecmbiayaan. - ' 1
*®

[Poasil 70 A

. |

(1) Nota Perhitungan APBD disusun berdasorks B Perhitungan APBD

(2) Nota Perhitungan APBD memuat rinckisan Boalisasi Pendapatan 1§acrah, Belanja

1

Daerah, dan Pembiayaan, serta Kincrja Kcuanean Daersh vino mcncnl—;up;:mlara lain:
a. pencapaian kincrja dacrah dalam raneka molidiamakan program yade direncanakan
dalam APBD tahun anggaran tersebit, berdasnian renenna stratepis:!

¢ : ]
Tt - |

. ; . . ;
b. pencapaian kinerja pelayanan vane ¢

c. bagian belanja APBD yang dicvias'an vt memibiavai admihistrasi omum,
. {
_ v - . _ - : 3
kegiatan opcrasional dan pemeliharaan sortn bebania modal unfuk Aparatur Dacraby

fedliitm j
dan Pclayanan Publik; |

d. bagian Belanja APBD yang digonal:n onidd Sneearm DPRD ternizaalk Sekretaris

PDPRD:; | -

e. posist Dana Cadangan.

(1) Laporan aliran kas menyajikan informasi menperat sumber dan pengguhaan kas dalam
aktifitas Operasi, aktifitas investasi dan aktifitas Pembiavaan:

(2) Laporan aliran kas disusun dengan mctode Imnesuno.

& ¢

. AN
Poagatb &0

i
|
!

(1) Neraca Dacrah Menyajikan Informasi Meneenai Posisi Altiva, Utang ddn Akuitas dan

pada akhar Tahun Anggaran;



(2) Pdsisi Aktiva schasinana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk dalam pengertian

~1Biva sumber dove alen sepertt hutan, sungai kekayaan didasar laut dan kandungan
. b |

putanmbpanyg i ser bavt poningedan sejarah yang menjadi Assct Nasional.

uzain keempat

serurinn coeusnngan Dacerah

¢

4

iasal 8l

‘ _'l.iup kerugiui euahpai dacrah yang :liscbubkan olch tindakan yang melanggar hukum

u kelalaion sescotany ndrus segera disclesaikan dengan  ketentuan perundang-
u:dungun yang berlus;

(2) Pnnegung Kas, Pemepang Burane. Pegawai Négcri bukan Pemegang Kas bukan
pnlcgung barang atau Pejabut lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau

'ka'lalai:.m atas kewajiban yang dibebankan Kepadanya  sccara langsung merugikan

i~

kduangan dacrah wajtb menpeant keruglan tersebut;
_, w=lr

iap Kepala Satuan Kega dapat segera melakukan  tuntutan ganli rugi, setelah

migngctahul halnwa satuan hetja yeny bersangutan terjad kerugian akibat perbuatan dart

iasal 82

focra sclelan horugian Gaorid tersebut diketahui kepada Pemegang Kas Pemegang
.

Jrang, Pegawar Negoti vt Yanesang kas, Pemegang barang atau pejabat lain yang
rata-nyata mclanegar husum dau melalaikan kewajibannya sebagimana dimaksud
diflam pasal /4 ayat () segcra dinintakan surat pernyataan kesanggupan dan atau
Nt ngalwun batiwit herugian teisebat menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti
kdrugian dac risdis |

Jika surat keteranpan imzgg,a::r;;_;;w.*ul'f mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat

Enjamin peagembialiun cerueian dacrah, Kepala Dacrah segera mengeluarkan surat

KEputusan pembebaiuts pony saatian kerugian sementara kepada yang, bersangkutan.

Pasal 83

engenaan gandi rupl ducrds i;-x*lfa:@up Pegawai Negeri bukan Pemegang Kas dan bukan
demegang Baraag ditetapkan oleh Kepala Dacrah;

Zengenaan palltl rugi-serian l_:t'ii;;kd;.lpF Pemegang Kas dan Pemegang Barang ditetapkan
lch Aparat Pengawasan Fungsional:

Fortn Cara Tuntotan Gase fooresen Dacrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

Pasal ...



Pasal 84

(1) Sdegang Kas, Pemcpany Bacing, Pegawal Negeri bukan Pemegang Kas  dan bukan
pcwguug barang scitu pjabai tain, yang telah ditetapkan untuk mcnggunti kerugian
dagrah yang dapat dilienakan sanist adnmunistratil dan sankst prdana;

(2) Pufusan pidana udak menibebasian dart tuntutan ganti rugl.

@

i

iSuprinn Kelima

Peagav il dua demeriksaan Keuangan Dacrah

| E";az';sgimi pertama
: Verawasan

_ s ¢

| .

Pasal 85

(1) Pchgawasan Umuim atas Peluksanaan APBD dilakukan oleh DPRD;
(2) Pchgawasan scoagiman dinmudsud avat ¢1) tdak bersifat pemeriksaan;

-} |
(3) Pchgawasan scbagiman dumaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi

nigsyarakat dai sesua dengae perundang-undangan yang berlaku.

¢
fl e ;
arapral kedua
; Pemerikasaan
| |
| e
{! Casal 86
L
i

(1) K¢ pala Dacrali menugaskan Badan Pengawas Dacrah untuk melakukan pengawasan
infernal pcng,cmi;mn kcuangun dacrah;
I

(2) Pdabat Pengawas Internal | ngula iKcuangan Dacrah tidak diperkenankan merangkap
| | |

jadatan lain di Pomerintahe Dacrsh termasuk menjadi Tim atau Panitia dalam rangka
pefaksanaan AP,

(3) Pngawas:.m Internal scbagaimana dunaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan
du*mh termasuk pengawasan tata Jaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan

mj najumu] pengeloluan keuangan oleh Pengguna Anggaran;

(4) l’ fabal Pengawas Inierna Pul%lula Kcuangan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat

(23 melapor hasil P cug:lwzm;umy:l Ic.s.:pud'.l Kepala Daerah.

i
E

' BAB VII........



Pasal 84

(1) Pepregange Kas, Penwepan: Barang, Pegawal Negeri bukan Pemegang Kas  dan bukan
yehepane baringe scitic (aabai dain, yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian
Pogiceiliy E RN R
dagrah yang dapat dilienakan sanist admmistratil dan sankst prdana;

(2) Pufusan pidana tidak menibebasian darn tuntutan ganti rug.

@
i

¥
X

avian ikelima

iib

Peagaawnsiis dun Cameriksaan Keuangan Dacrah

; B - o

: | Sapeaprai pertama
| Ceinrawasan

|

‘ & ¢

} .

Pasal 85

(1) Pchgawasan Umum atas Peluksanaan APBD dilakukan oleh DPRD;

k

(2) Pchgawasan scoagiman dinksud ayat ¢1) tidak bersifat pemeriksaan;
o _
(3) Pchgawasan scbagiman dunaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi

misyarakat dai sesuat dengan perundang-undangan yang berlaku.

{ )
1 , . ‘
| farapral kedua

Femerikasaan

- P e i s o Lt o

Dasal 86

i
1
h)
|
| *-
L
'g
g
!
1

(1) K¢pala Dacrall micnugaskan Badan Pengawas Dacrah untuk melakukan pengawasan

imfernal pengeiolaan Keuangan dacrah;
(2) Pgabat Penpawas Internad engelola Keuangan Dacerah tidak diperkenankan merangkap
1 :

jalgatan lain di Pomeriatad Ducrahl termasuk menjadi Tim atau Panitia dalam rangka
p'L aksanaan A,
(3) l’ngawz_xs;m Internal scbagaimana dunaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan

brah termasuk pengawasan tata Jaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan
1 '

m4najemen pengelolaan keuangan oleh Pengguna Anggaran;
(4) Pdjabat Pengawas Inicrnai Pengelola Keuangan Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat

]
i

(23 melapor hasil Pengawasunnya kepada Kepala Dacrah.,

i
E

' BAB Vikcivon



_ BADL V!
KETENTUAN PEN{ITED
- Pasal 87

. . o . . " H .
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini. sepaniang mengenat tekpis pelakspnaannya diatur

lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dacrah.

'y g i oS e

—

Pasat 89
[ 4

Dengan dllctflpkannya Qanun ini semua Ketentuan dalam Qanun dan ]jf..:mtumn dalam
pdaksan‘mnnya yang mengatiur mengenat [’tL,ll!'LlH!!‘nll‘n mean daerah dnwnlak n tidak berlaku.
b

- £3
Pasal 09 | | |

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundanghan. 1
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan  peneundangan Qangn  ini - dengan

penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Singlal,

8 ¥
i
t
Ditctankan di > singlal
cpasiy tane 2ad . 6 Juli 200¢ |
S e ) .:unmﬂl Al 14 &

—_ ._'l? “~ / = |

: et SO —.

pAGpARIDOIN, |

Diundmigl{an di : Singkil
pada tanggal - :10Juli2006  °

' SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
RIDWAN HASAN. *f
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACE! INGICH, B
TAHUN 2006 NOMOR 5 SERI A NOMOR 3 , - - |



